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ABSTRAK

Anak ialah keturunan, anak juga diartikan sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu, pada hakekatnya anak adalah seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.  Anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana.

Perbuatan cabul sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 390 RUU KUHP yang diambil dari Pasal 289 KUHP adalah dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Pelecehan seksual terhadap anak masuk dalam deretan delik kesusilaan, sedangkan delik sendiri merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sedangkan kesusilaan adalah mengenai adat kebiasaan yang baik dalam berhubungan antara berbagai anggota masyarakat tetapi khusus yang sedikit banyaknya mengenai kelamin (seksual) seorang manusia.
Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang telah dirumuskan. Adapun bentuk metode dari penelitian penulisan skripsi ini adalah suatu metode pendekatan yuridis normative yakni ialah pada penelitian ini yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Berdasarkan posisi kasus dan putusan nomor 4/Pid.Sus/2024/PN.Tbt diatas  Penerapan Pidana oleh hakim sebagai pertimbangan dalam memutus tindak pidana pencabulan pada Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN.Tbt  yang dilakukan oleh anak melihat kepada Dakwaan Penuntut Umum, Tuntutan Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan alat-alat bukti. Penerapan pidana yang berhubungan dengan pokok hukuman dilihat lagi hukuman yang adil bagi anak.

Dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada tindak pidana pencabulan oleh anak dalam perkara putusan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tbt yaitu berdasarkan unsur-unsur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Terdakwa juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP).
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KATA PENGANTAR

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? (10). (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan-Nya dengan harta dan jiwamu, itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. (11) (QS. ash-Shaff: 10-11).


Assalammu’alaikum Wr.Wb.



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan terhadap kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunianya pada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Adapun judul yang penulis pilih dalam penulisan skripsi ini adalah : " PENERAPAN SANKSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN.Tbt)” .


Fungsi skripsi ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Program Studi Ilmu Hukum.



Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak sekali mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik itu dalam bentuk material maupun moril. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih terutama kepada :

1. Bapak Dr. H. Firmansyah, M.Si selaku Rektor Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan.

2. Bapak Dr. Anwar Sadat S.Ag. M.Hum (Wakil Rektor I), Bapak Dr. Dedy Juliandri Panjaitan, M.Si. (Wakil Rektor II), Bapak Dr. Samsul Bahri, M.Si.  (Wakil Rektor III).
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5. Ibu Tri Reni Novita, SH, MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan. 

6. Ibu Hj. Adawiyah Nst, SH, M.Kn sebagai Dosen Pembimbing, yang telah sangat banyak meluangkan waktu kepada saya selaku penulis untuk meneliti dan memberikan arahan dengan mengkoreksi serta memberikan saran untuk perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.
7. Para Pengawai dan Dosen lain Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan.

8. Kepada yang teristimewa Orang tua tercinta, istri dan teman-teman terhebat yang sabar dan tidak pernah lelah dalam mendidik dan memberi cinta yang tulus dan ikhlas kepada penulis serta yang sangat banyak memberikan doa dan dukungannya kepada saya.

9. Tak lupa penulis juga berterima kasih kepada keluarga serta kerabat yang senantiasa memberikan doa dan dukungan semangat kepada saya.

10. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



Akhir kata penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca sekalian. Dan segala amal kebaikan yang telah Bapak/Ibu Dosen, Keluarga dan Sahabatku berikan akan mendapat balasan yang berlipat dari Allah SWT kelak dikemudian hari. Amin. Terima kasih.  




Medan,     Juni 2024
                                         Penulis
RINAL KHAIR
NPM : 235114088
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DAFTAR PUSTAKA
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang


Anak merupakan generasi penerus bangsa yang wajib mendapat jaminan pendidikan, hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai dasar pemikiran hal tersebut. Sangatlah penting diperlukan pembinaan yang signifikan terhadap anak-anak yang putus sekolah serta anak yang kurang mampu agar mereka tidak terjerumus dalam lubang hitam lingkungan kejahatan yang senantiasa membayangi mereka kelak mereka dewasa nantinya.

Sejalan dengan derasnya arus modernisasi serta cepatnya perkembangan teknologi, membawa perubahan yang sangat signifikan dalam pola pergaulan dan moral manusia, sehingga banyak kekerasan yang sering terjadi di dalam masyarakat. Kekerasan itu dapat berupa kekerasan fisik dan/atau psikis. Akhir-akhir ini kekerasan yang banyak disoroti terjadi di dalam masyarakat adalah kekerasan fisik berupa pencabulan, yang notabene korbannya adalah anak-anak dan pelakunya bisa orang dewasa dan/atau juga anak-anak.



Perbuatan cabul ini merupakan kejahatan mengerikan yang menghancurkan masa depan sang anak. Bahkan jika keluarga atau komunitas terlibat dalam memberikan keamanan bagi anak, anak akan merasa nyaman di lingkungannya karena dia memiliki keterbatasan fisik dan kemampuan sosial untuk bereaksi seketika terhadap bahaya dalam situasi yang berbeda.

.


Anak dalam pertumbuhan dan perkembangan memerlukan perhatian dan Perlindungan khusus baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa, dan Negara. Pertumbuhan dan perkembangan anak untuk menjadi manusia seutuhnya sangat tergantung pada sistem moral meliputi nilai-nilai normatif sesuai masyarakat. 


. Pencabulan ini merupakan perwujudan dari seseorang yang melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang melanggar rasa kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan lain yang keji. Salah satu contoh perbuatan pencabulan ini terdapat di salah satu daerah di Kota Tebing Tinggi. Pelaku perbuatan pencabulan ini adalah seorang anak yang mana korban tersebut juga seorang anak. Faktor yang menjadikan terjadinya perbuatan cabul ini di karenakan rasa keingintahuan yang sangat tinggi setelah anak melihat video porno yang tersebar bebas di media masa saat ini.

Kaitannya dengan tindak pidana pencabulan di atas terdapat di dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN.Tbt dalam perkara tersebut terjadi perbuatan pencabulan yang dilakuka oleh terdakwa karena seringnya menonton video porno di rumah, minimnya pengawasan dari orang tua. Atas perbuatan tersebut jaksa penuntut umum menyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak Korban (yang saat itu berusia 15 tahun) melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dan Menjatuhkan pidana terhadap Anak Terdakwa Anak dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dikurangi selama Anak Terdakwa berada dalam tahanan dan pelatihan kerja selama 3 (Tiga) Bulan di LPKA Medan.

Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Namun dalam  putusan  tersebut, hakim menyatakan anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal, menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun bertempat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.” 

Apabila melihat ketentuan Pidana Pembatasan Kebebasan pada Pasal 79 ayat  (2)  Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa “pidana pembatasan kebesaan yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama ½  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa”. Sedangkan terhadap minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak (Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Dan pada Pasal 81 ayat (2) menyatakan “Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa”.


Jika hukuman terdakwa dalam putusan tersebut disandangkan dengan ketentuan ancaman minimal pidana penjara dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak, maka dapat dilihat bahwa hukuman terdakwa dalam putusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Karena dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun,  maka mestinya hukuman terdakwa dalam putusan tersebut paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Dan hal tersebut diluar daripada rasa keadilan yang di dapat oleh korban dan keluarga, dan menjadikan trauma yang sangat mendalam bagi mereka terutama bagi mental korban yang masih anak berusia 15 tahun untuk menatap masa depannya.

Dengan demikian berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul Penerapan Sanksi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN.Tbt).
B. Rumusan Masalah


Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimanakah Penerapan Pidana Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Pencabulan Pada Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN.Tbt ?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Pencabulan Pada Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN.Tbt?
C. Tujuan Penelitian



Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah.

2. Untuk mengetahui Penerapan Pidana Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Pencabulan Pada Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN.Tbt 
3. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Pencabulan Pada Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN.Tbt.
D. Kegunaan Penelitian


Kegunaan dari penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut :
a) Kegunaan Teoritis 
Penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pidana yang berhubungan dengan dasar pertimbangan hukum hakim dalam dalam menjatuhkan putusan dan penerapan pidana terhadap anak dalam tindak pidana pencabulan.

b) Kegunaan Praktis 
Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna untuk memberi informasi bagi masyarakat, aparat penegak hukum, dan mahasiswa mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dan penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum Tentang Sanski
1. Pengertian Sanksi


Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sanksi adalah tindakan tindakan hukuman untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati undang-undang. Sanksi (punnishment) merupakan pemberian hasil yang tidak diinginkan (menyakitkan) untuk meminimalisir perilaku yang tidak diinginkan.
 Sanksi merupakan salah satu indikator yang memperbaiki jalannya proses pendidikan dalam menjelaskan perilaku seseorang, sehingga pada masa yang akan datang dapat diatasi.


Roslan Saleh menegaskan bahwa sanksi pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik. Suatu nestapa yang di maksud adalah suatu bentuk hukuman yang di jatuhkan kepada pembuat delik atau si pelaku.


Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.


Sanksi Pidana merupakan sanksi yang bersifat lebih tajam jika di bandingkan dengan pemberlakuan sanksi pada hukum perdata maupun dalam hukum administrasi. Pemberian sanksi pidana dalam kasus tindak pidana diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada pelaku tindak pidana.


Sanksi pidana adalah penderitaan yang dijatuhkan kepada seseorang yang bersalah telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.
 Sanksi pidana pada hakim untuk anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Undang-Undang tersebut, sanksi-sanksi pidana yang dapat dikenakan pada anak dijelaskan pada Pasal 71 sampai dengan Pasal 81.
2. Jenis-Jenis Sanksi


Sanksi pidana terbagi menjadi 2 jenis antara lain pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok memiliki 5 jenis pidana yaitu:
a. Pidana mati, pidana mati merupakan salah satu jenis pidana yang paling dikenali oleh berbagai kalangan masyarakat. Pidana mati pula menjadi bagian sanksi pidana yang paling menarik untuk dikaji oleh para ahli sebab mempunyai nilai kontradiksi yang sangat tinggi antara berpendapat setuju dengan berpendapat tidak setuju. 

b. Pidana penjara, pidana penjara ialah berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seseorang terpidana yang dilakukan dengan menempatkan orang tersebut di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang menyebabkan orang tersebut harus mentaati semua peraturan tata tertib bagi mereka yang melanggar.

c. Pidana kurungan. Jenis pidana ini hakikatnya lebih ringan daripada pidana penjara dalam hal ini penentuan masa hukuman kepada seseorang.
d. Pidana denda, dalam praktik hukum di Indonesia selama ini, pidana denda jarang sekali dijatuhkan. Majelis hakim selalu menjatuhkan pidana penjara dan pidana kurungan, jika pidana denda itu ditetapkan sebagai alternatif saja dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali apabila tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda saja, yang tidak memungkinkan hakim menjatuhkan pidana lain selain denda.

e. Pidana tutupan. Undang-undang 31 Oktober 1946 Nomor 20 yang tercantum pada Berita Republik Indonesia II 24 halaman 277/288, mengadakan suatu sanksi pidana baru yang dinamakan “hukum Pidana tutupan”. Sanksi pidana tutupan ini sebenarnya telah dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh majelis hakim bagi pelaku dari sesuatu kejahatan atau tindak pidana, atas dasar bahwa kejahatan tersebut oleh pelakunya telah dilakukan karena terdorong oleh maksud yang harus dihormati.


Pidana tambahan tercantum pada Pasal 10 KUHP pada bagian, pidana tambahan terdiri dari:

a. Pidana pencabutan hak-hak tertentu. Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu bukan berarti hakhak terpidana bisa dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan, hak-hak sipil (perdata), serta hak-hak ketatanegaraan.

b. Pidana perampasan barang-barang tertentu. Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti pula dengan pidana denda.
c. Pengumuman putusan hakim. Setiap putusan hakim sudah seharusnya diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum bila tidak, putusan itu batal demi hukum.
B. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak


Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, anak ialah keturunan, anak juga diartikan sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu, pada hakekatnya anak adalah seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.
 Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah Swt yang harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia.


Lebih lanjut yang dikatakan anak menurut Perjanjian Internasional PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) mengenai Hak Anak (Convention on the Right of the Child) adalah anak berarti setiap manusia dibawah umur 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku terhadap seorang anak yang kedewasaannya dicapai lebih awal.


Dalam literatur lain dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak, Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.


Undang-undang Kesejahteraan Anak, seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 di Indonesia, umumnya mendefinisikan anak sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun. Definisi ini digunakan sebagai landasan hukum untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak dalam berbagai aspek kehidupan mereka.


Pengertian anak dalam hukum mengakui bahwa anak-anak memiliki kebutuhan, kepentingan, dan hak-hak yang berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu, hukum kesejahteraan anak biasanya mencakup ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan, serta hak-hak partisipasi anak dalam kehidupan sosial dan budaya.


Di Indonesia terdapat beberapa pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan, pengaturan tersebut dapat dilihat sebagai berikut:
a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, “Anak merupakan seseorang yang umurnya belum 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga yang masih dalam janin”. 

b. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 ayat (5) “Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya”. 

c. Undang-undang pokok perburuhan (Undang-undang No.12 Tahun 1948) Pasal 1 (1) “Anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 tahun ke bawah.”

d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 45 “Anak ialah seseorang yang belum mencapai umur 16 (enambelas) tahun”. 

e. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 330 mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) dan belum menikah.”

f. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, “Anak ialah seseorang yang usianya belum sampai 21 (duapuluh satu) tahun dan belum pernah melakukan pernikahan”. 

g. Undang-undang Nomor.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 angka 5 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. “
h. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 ayat (3) “Anak merupakan anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan perbuatan pidana”. 

i. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Pasal 1 angka 4 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun”.

2. Batas Usia Anak


Menurut Undang-undang batas usia anak terdapat beberapa perbedaan yakni;
1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):
KUHP tidak memberikan rumusan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi pembatasan usia anak dapat dijumpai antara lain pada Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan usia 16 tahun, yaitu: 
Pasal 45: "Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (minderjarig) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memrintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orangtuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada Pemerintah, tanpa pidana apapun, yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517-519, 526, 531,532,536 dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana.
Pasal 72 (1) Selama orang yang terkena kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan, belum enam belas tahun dan juga belum cukup umur atau orang yang dibawah pengampuan karena suatu sebab lainnya keborosan, maka yang berhak mengadu adalah wakilnya yang sah dalam perkara perdata.
2) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak.
Pasal 1 sub 1 menyatakan bahwa: "Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.
3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)
Pasal 330 ayat (1) BW membuat batas antara belum dewasa (minderjarigheid) dengan telah dewasa (meerjarigheid), yaitu 21 tahun, kecuali anak itu sudah kawin sebelum berumur 21 tahun dan Pendewasaan (Pasal 419). Ketentuan di atas senada dengan isi Pasal 1 sub 2 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
4) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Pasal 1 angka (5) menyatakan, bahwa anak adalah setiap manusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
3. Hak Anak dalam Perlindungan Nasional


Amandemen Undang-Undang Dasar RI 1945 menyatakan secara tegas telah memberikan jaminan bagi kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang anak sebagaimana tercantumdalam pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945 yang berbunyi : ” Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Undang Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada bagian kesepuluh mengatur tentang hak anak mulai Pasal 52 sampai dengan Pasal 66. Pada Pasal 52 ayat (1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Pasal 52 ayat (2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingan hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Berbicara mengenai hak-hak anak dapat di lihat dalam ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (UUPA), khususnya dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18;

a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 4).
b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. (Pasal 5).

c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua. (Pasal6).

d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. (Pasal 7 ayat 1)
e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. (Pasal 8).
f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pembangunan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus. (Pasal 9).
g. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. (Pasal 10).
h. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. (Pasal 11).
i. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12).
j. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi dan seksual, penelantaran, kekejaman dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah satunya. (Pasal 13).
k. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. (Pasal 14).
l. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalah gunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam sengketa bersenjata, perlibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan. (Pasal 15).
m. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum . (Pasal 16).

n. Setiap anak yang dirampas kebebasannya untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Demikian juga setiap anak yang menjadi korban pelecehan seksual berhadapan dengan hukum berhak untuk dirahasiakan. (Pasal 17).
o. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. (Pasal 18)
4. Anak Berhadapan dengan Hukum

a. Anak Berkonflik Dengan Hukum



Kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Ini merupakan konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mengingat ciri dan sifat yang khas pada Anak dan demi perlindungan terhadap Anak, perkara Anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana Anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak.


Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mendefinisikan Anak yang Berhadapan dengan Hukum adaa anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Menurut Apong Herlina anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana karena:

a. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau,

b. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/Negara terhadapnya; atau

c. Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.


Oleh karena itu menurut Apong Herlina jika dilihat dari ruang lingkupnya anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi;

a. Pelaku atau tersangka tindak pidana 

b. Korban tindak pidana
c. Saksi suatu tindak pidana
d. Hak Anak yang Sedang Menjalani Masa Pidana
Adapun hak anak dalam masa pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni: 

a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; 

b. Dipisahkan dari orang dewasa; 

c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; 

d. Melakukan kegiatan rekreasional; 

e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya; 

f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; 

g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; 
h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; 

i. Tidak dipublikasikan identitasnya; 

j. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak; 

k. Memperoleh advokasi sosial; 

l. Memperoleh kehidupan pribadi; 

m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat; 

n. Memperoleh pendidikan; 

o. Memperoleh pelayananan kesehatan; dan 
p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

e. Sistem Peradilan Anak di Indonesia
Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan (vide Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Satjipto rahardjo mengemukakan bahwa sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri atas bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Pemahaman yang demikian itu hanya menekankan pada ciri keterhubungan dari bagian-bagiannya, tetapi mengabaikan cirinya yang lain, yaitu bahwa bagian-bagian tersebut bersama secara aktif untuk mencapau tujuan pokok dari kesatuan tersebut.

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak (Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).
Selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkanan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejateraan sosial (Pasal 21 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas Tahun).

Menurut Mardjono Reksodipoetra, tujuan sistem peradilan pidana adalah:

a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; 

b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah didengarkan dan yang bersalah dipidana; 

c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Menurut Barda Nawawi Arief, sistem peradilan pada hakikatnya identik dengan sistem peradilan hukum, pada proses peradilan pada hakikatnya suatu proses penegakan hukum. Jadi pada hakikatnya identik dengan sistem kekuasaan kehakiman, karena kekuasaan kehakiman pada dasarnya kekuasaan/kewenangan menegakkan hukum. 
 
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Tindak Pidana atau Strafbaar feit, terdiri dari tiga suku kata yakni, straf yang diterjemahkan sebagai pidana dan hukum, kata baar diterjemahkan sebagai dapat dan boleh sedangkan untuk kata feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.
 Mengenai pengertian tindak pidana (strafbaar feit), beberapa sarjana memberikan pengertian yang berbeda sebagai berikut:

a. Hamel

Menurut Hamel tindak pidana strafbaar feit bahwa: ”strafbaar feit adalah kelakuan orang (menselijke gedraging) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (strafwaardig) dan dilakukan dengan kesalahan”.

b. Pompe


Menurut Pompe mengenai strafbaar feit adalah sebagai berikut: ”strafbaar feit itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku”.
 
c. Simons


Menurut Simons, ia merumuskan bahwa strafbaar feit itu sebenarnya adalah tindakan yang menurut rumusan Undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.


Bersadarkan beberapa pendapat para sarjana di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana


Setiap tindak pidana yang terdapat didalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) pada umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur subjektif dan unsur objektif.
 Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur obyektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana antara lain :
1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa);

2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;

3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam tindak pidana pencurian, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;

4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedacte raad seperti yang misalnya yang terdapat di dalam tindak pidana pembunuhan Pasal 340 KUHP;

5. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid;

2. Kualitas dari si pelaku, misal “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam tindak pidana jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseorangan terbatas” di dalam tindak pidana menururt Pasal 398;

3. Kausalitas, yaitu hubungan antara sesautu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut Hoffman suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum maka harus dipenuhi empat unsur utama yaitu:

1. Harus ada yang melakukan perbuatan.

2. Perbuatan itu melawan hukum.

3. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain.

4. Perbuatan itu karena kesalahan yang dapat dicelakan kepadanya.


Menurut Simons unsur-unsur suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:
1. Diancam dengan pidana oleh hukum.

2. Bertentangan dengan hukum.

3. Dilakukan oleh orang yang bersalah.

4. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menurut Andi Zainal Abidin Farid bahwa walaupun unsur-unsur tiap-tiap tindak pidana berbeda, namun pada umumnya mempunyai unsur-unsur yang sama, yaitu:

1. Perbuatan aktif/positif atau pasif/negatif;

2. Akibat (khusus tindak pidana-tindak pidana yang dirumuskan secara materil);

3. Melawan hukum formil yang berkaitan dengan asas legalitas dan melawan hukum materil (unsur diam-diam) dan;

4. Tidak adanya dasar pembenar.

Dan apabila merujuk kepada Buku II KUHP, maka terdapat sebelas unsur tindak pidana, yaitu:
1. Unsur tingkah laku;

2. Unsur melawan hukum;

3. Unsur kesalahan;

4. Unsur akibat konstitutif;

5. Unsur keadaan yang menyertai;

6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;

7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;

8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;

9. Unsur objek hukum tindak pidana;

10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;

11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur itu, di antaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum (2-3) yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya (1, 4-11) berupa unsur objektif. Unsur melawan hukum adakalanya bersifat objektif, misalnya melawan hukumnya perbuatan mengambil pada pencurian (Pasal 362 KUHPidana) terletak bahwa dalam mengambil itu di luar persetujuan atau kehendak pemilik (melawan hukum objektif).


3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.
Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:

a. Menurut sistem KUHPidana, dibedakan antara kejahatan (misddrijven) yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran (overtredingen) yang dimuat dalam Buku III.

b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (formeel delicten) dan tindak pidana materil (materieel delicten).
c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (dolus) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (culpa).

d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/ positif atau disebut juga tindak pidana komisi (delicto commissionis) dan tindak pidana pasif/ negatif atau disebut juga tindak pidana omisi (delicto ommissionis).

e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika (aflopende delicten) dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/ berlangsung terus (voordurende dellicten)

f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan atara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. 

g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana proria (dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu.

h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.

j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, dan lain sebagainya.

k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

D. Tinjauan Umum Tentang Pencabulan
1. Pengertian Pencabulan


Menurut R. Sughandhi dalam asumsi mengatakan tentang pencabulan ialah : Seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.


Menurut R. Soesilo yaitu “Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya. Pada umumnya yang menjadi pencabulan ini adalah anak-anak”


Pelecehan seksual terhadap anak masuk dalam deretan delik kesusilaan, sedangkan delik sendiri merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sedangkan kesusilaan adalah mengenai adat kebiasaan yang baik dalam berhubungan antara berbagai anggota masyarakat tetapi khusus yang sedikit banyaknya mengenai kelamin (seksual) seorang manusia, kesusilaan berbeda dengan kesopanan karena istilah kesopanan umumnya mengenai adat kebiasaan yang baik dan tidak terbatas pada kelamin (seksual).


Perbuatan cabul sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 390 RUU KUHP yang diambil dari Pasal 289 KUHP adalah dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya:
 

a. Seorang laki-laki dengan paksa menarik tangan seorang wanita dan menyentuhkan pada alat kelaminnya. 

b. Seorang laki-laki merabai badan seorang anak perempuan wanita dan kemudian membuka kancing baju anak tersebut untuk dapat mengelus teteknya dan menciumnya. Pelaku melakukan tersebut untuk memuaskan nafsu seksualnya.
2. Dasar Hukum Pencabulan

Dasar hukum tentang Pidana Pencabulan termuat dalam KUHP Pasal 287 dan 288. 
Pasal 287 Ayat (1): “
Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur wanita itu belum lima belas tahun, atau kalau umumnya belum jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. 
Ayat (2):“ Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan, kecuali bila umur wanita itu belum sampai dua belas tahun atau bila ada salah satu hal tersebut dalam Pasal 291 dan Pasal 294”.
Pasal 288 Ayat (1): “Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawinkan, bila perbuatan itu mengakibatkan luka-luka, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. 
Ayat (2): “Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun” 
Ayat (3): “Jika perbuatan itu mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. 
Pasal 289:   “Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”
3. Unsur-Unsur Pencabulan
Pencabulan merupakan suatu tindak kejahatan yang pada umumnya diatur dalam Pasal 285 KUHP, yang bunyinya adalah sebagai berikut : “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Jika diperhatikan dari bunyi pasal tersebut, terdapat unsur-unsur yang antara lain sebagai berikut: 

a. “Barangsiapa” merupakan suatu istilah orang yang melakukan. 

b. “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” yang artinya melakukan kekuatan badan, dalam Pasal 289 KUHP disamakan dengan menggunakan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. 

c. “Memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia” yang artinya seorang wanita yang bukannya istrinya mendapatkan pemaksaan bersetubuh di luar ikatan perkawinan dari seorang laki-laki.
Dalam hal ini yang melakukan tindak pidana pencabulan dengan diawali rayu-rayuan terlebih dahulu terhadap korbanya, maka perbuatan tersebut melanggar Pasal 76E UUPA, yang dinyatakan: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

4. Ketentuan Hukum Pencabulan Terhadap Anak
a. Ketentuan Hukum

Kekerasan seksual pada anak pun dapat terjadi di mana saja, bahkan bisa dilakukan oleh orang terdekat sekalipun.  Segala bentuk kekerasan seksual pada anak dapat mengakibatkan kerugian fisik, psikologis dan sosial yang dapat dialami anak hingga dewasa.

Hadirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta dengan perubahannya yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 merupakan langkah konkrit pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada anak.

Dalam penjelasan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak ialah amanah dan karunia dari Tuhan, amanah disini dapat diartikan bahwa anak merupakan pesan atau perintah dari Tuhan untuk Negara, orangtua, maupun masyarakat agar melindunginya dari segala macam bentuk kekerasan yang berasal dari siapapun, di manapun, dan kapanpun.

Kekerasan seksual terhadap anak di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Menjadi Undang-Undang, dikategorikan menjadi 2 yaitu persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak. Berikut ini pasal yang menyebutkan tentang persetubuhan dan pencabulan terhadap anak : 

2)  
Pasal 76D menyebutkan tentang persetubuhan terhadap anak, yang berbunyi : “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

3)  
Pasal 76E menyebutkan tentang perbuatan cabul terhadap anak, yang berbunyi : “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.
b. Bentuk Pencabulan Terhadap Anak


Kekerasan seksual merupakan permasalahan yang serius di hadapi peradaban modern saat ini, karena adanya tindakan kekerasan seksual menunjukan tidak berfungsinya suatu norma pada diri seseorang (pelaku) yang mengakibatkan dilanggarnya suatu hak asasi dan kepentingan orang lain yang menjadi korbannya.


Bahwa bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak terdiri dari :

1) Perkosaan
2) Sodomi
3) Oral Sex 

a. Cunnilingus (seks oral dilakukan pada wanita)
b. Fellatio (seks oral dilakukan pada laki-laki)

4) Sexual Gesture (serangan seksual secara visual termasuk eksibisionisme)
5) Sexual Remark (serangan seksual secara verbal)
6) Pelecehan Seksual
7) Pelacuran Anak
8) Sunat Klentit (sunat klitoris pada anak perempuan)


Mungkin selama ini kita mengetahui bentuk kekerasan seksual berupa pemerkosaan dan sodomi. Akan tetapi, menurut Kepala Satgas Perlindungan Anak Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dr. Eva Devita Harmoniati, Sp.A(K), kekerasan seksual bisa berbentuk aktivitas lain. "Bisa hanya bujukan, paksaan terlibat dengan aktivitas seksual, seperti melihat, stimulasi seksual atau perabaan. Atau penggunaan anak dalam eksploitasi seksual komersial, misal dalam video atau film pornografi. Ada juga penggunaan anak dalam visual audio terhadap kekerasan seksual. Atau melibatkan anak dalam prostitusi, perbudakan seksual, perdagangan anak, dan pernikahan paksa,"

c. Sanksi Pidana Pencabulan Pada Anak


Penjatuhan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak lain adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku, selain itu juga bertujuan untuk mengurangi kekerasan seksual terhadap anak. Berikut ini sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu sebagai berikut : 

1) Pasal 81 ayat (1)
Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

2) Pasal 81 ayat (2) 
Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yangd engan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. 

3) Pasal 81 ayat (3) 
Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

4) Pasal 81 ayat (4) 
Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D. 

5) Pasal 81 ayat (5) 
Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. 

6) Pasal 82 ayat (1)
Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

7) Pasal 82 ayat (2) 
Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

8) Pasal 82 ayat (3) 
Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E. 
9) Pasal 82 ayat (4) 
Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB III

METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).

B. Spesifikasi Penelitian dan Metode Pendekatan
Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analisis, yaitu menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang berkaitan dengan judul penulisan hukum yang secara jelas dan rinci kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang diteliti.
Adapun bentuk metode dari penelitian penulisan skripsi ini adalah suatu metode pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif ialah pada penelitian ini yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.


C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, maka cara yang digunakan adalah melalui penelitian kepustakaan. Data sekunder yang dikumpulkan adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan Hukum Pidana yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan  Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer. Seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian dan petunjuk pelaksanaan maupun teknis yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.
3. Bahan Hukum Tersier, atau penunjang, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari hasil-hasil penelitian, literatur-literatur, misalnya bahan dari media internet, kamus, ensikopledia, indeks kumulatif, dan sebagainya. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan dan media internet, kamus, buku, artikel serta koran dan majalah petunjuk teknis maupun pelaksanaan yang berkaitan dengan pokok bahasan.
D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara ialah menggunakan metode penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini dimaksudkan untuk pengumpulan data-data. Kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan (dokumentasi) data sekunder berupa peraturan perundangan, artikel maupun dokumen lain yang dibutuhkan untuk kemudian dikategorisasikan menurut pengelompokan yang tepat.
E. Analisis Data

Untuk dapat memecahkan permasalahan yang ada serta untuk menarik kesimpulan dengan memanfaatkan data-data yang dikumpulkan melalui studi dokumen, maka analisis data yang dipergunakan dalam  penelitian ini ialah menggunakan analisis pendekatan kualitatif.
Mengenai kegiatan analisis isi dalam penelitian ini adalah mengklasifikasi pasal-pasal dokumen sampel ke dalam kategori yang tepat. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan jalan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti dari data yang diperoleh.
BAB IV

PEMBAHASAN
A. Penerapan Pidana Terhadap Anak dalam Tindak Pidana Pencabulan Pada Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN.Tbt 
Sebelum menguraikan terkait penerapan pidana terhadap anak dalam tindak pidana pencabulan (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN.Tbt), maka perlu diketahui terlebih dahulu, identitas pelaku, posisi kasus, dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan jaksa penuntut umum, nota pembelaan terdakwa, putusan hakim, analisis penulis.
1. Identitas Pelaku
Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak: 

1) Nama lengkap : Anak; 

2) Tempat lahir : Tebing Tinggi; 

3) Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun/30 September 2008; 

4) Jenis kelamin : Laki-laki; 

5) Kebangsaan : Indonesia; 

6) Tempat tinggal : Tebing Tinggi

7) Agama : Islam; 

8) Pekerjaan : Pelajar;
2. Posisi Kasus
· Bahwa Terdakwa Anak melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB di Jalan Gunung Lauser, Kota Tebing Tinggi tepatnya di parkiran Sp. Motor Mesjid Agung Tebing Tinggi. Terdakwa Anak melakukan perbuatan cabul terhadap ANAK KORBAN dengan cara awalnya ANAK KORBAN bersandar di pundak Terdakwa Anak, saat duduk di Parkiran Mesjid agung yang mana saat itu ANAK KORBAN tidur dan bersandar di pundak Terdakwa Anak, lalu Terdakwa Anak mulai memegangi payudaranya, kemudian Terdakwa Anak memasukkan tangannya ke dalam baju ANAK KORBAN lalu ANAK KORBAN terbangun kemudian ANAK KORBAN menaikkan bajunya dan kelihatan payudaranya selanjutnya Terdakwa Anak meremas dan mengisahap payudaranya sambil Terdakwa Anak meraba kemaluan ANAK KORBAN selanjutnya ANAK KORBAN membuka celana sedikit lalu Terdakwa Anak memasukkan tangannya ke dalam celana ANAK KORBAN kemudian meraba kemaluan ANAK KORBAN dan memasukkan jari tengah Terdakwa Anak ke dalam lubang kemaluan ANAK KORBAN selama lebih kurang 1 (satu) menit, kemudian ANAK KORBAN membuka celana Terdakwa Anak lalu memegangi alat kelamin Terdakwa Anak sambil diremasnya sebanyak 2 (dua) kali yang sudah tegang setelah itu terdengar Saksi Teman 1 Anak dan Anak Saksi 5 terbangun sehingga Terdakwa Anak menghentikan perbuatannya dimana saat itu juga ANAK KORBAN mau buang air kecil. Maksud dan tujuan Terdakwa Anak melakukan perbuatan cabul terhadap ANAK KORBAN adalah dengan maksud melampiaskan nafsunya.

· Awalnya Terdakwa Anak, Teman 1 Anak, Anak Korban, Teman 1 Anak Korban dan Anak Saksi 5 mau menonton keybord hantu di Kampung Bicara malam Senin, namun karena sudah pukul 24.00 WIB tidak jadi sehingga Terdakwa Anak pulang, sewaktu Terdakwa Anak mengantar ANAK KORBAN pulang ternyata rumah nenek ANAK KORBAN tempat ANAK KORBAN tinggal sudah dikunci sehingga harus mencari kos-kosan, karena tidak ada sehingga pergi ke Mesjid Agung, lalu disana Terdakwa Anak dan ANAK KORBAN tidur, kemudian pagi harinya sekira pukul 04.00 WIB terbangun dan berencana mau pergi jalan-jalan ke daerah Taren tetapi tidak jadi, kemudian pergi ke arah Paya Kapar untuk sholat di Masjid Paya Kapar, setelah itu pergi ke Mesjid Agung lagi dan pukul 06.00 WIB rombongan mengantarkan Teman 1 Anak Korban ke sekolahnya, kemudian kembali lagi ke Mesjid Agung dan sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa Anak dengan ANAK KORBAN duduk-duduk di atas parkiran lalu karena orang ramai datang ke Mesjid lalu pindah ke bawah parkiran, kemudian sekitar 08.00 WIB Teman 1 Anak, Anak Korban dan Anak Saksi 5 mengantuk dan tidur dimana Anak Korban tiduran bersandar di pundak Anak dan saat itulah Anak Korban dicabuli, kemudian sekitar 09.00 WIB, pergi ke Kos Oren di BP 7 dan dudukduduk di pinggir jalan dan saat itulah Ayah Anak Korban datang dan menjumpai dan tak lama kemudian dibawa ke Kantor Polisi.

3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
· Bahwa Terdakwa Anak pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Gunung Lauser, Kota Tebing Tinggi tepatnya di parkiran Sp. Motor Mesjid Agung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak Korban (yang saat itu berusia 15 tahun) melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:
· Bahwa Terdakwa Anak melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB di Jalan Gunung Lauser, Kota Tebing Tinggi tepatnya di parkiran Sp. Motor Mesjid Agung Tebing Tinggi. Terdakwa Anak melakukan perbuatan cabul terhadap ANAK KORBAN dengan cara awalnya ANAK KORBAN bersandar di pundak Terdakwa Anak, saat duduk di Parkiran Mesjid agung yang mana saat itu ANAK KORBAN tidur dan bersandar di pundak Terdakwa Anak, lalu Terdakwa Anak mulai memegangi payudaranya, kemudian Terdakwa Anak memasukkan tangannya ke dalam baju ANAK KORBAN lalu ANAK KORBAN terbangun kemudian ANAK KORBAN menaikkan bajunya dan kelihatan payudaranya selanjutnya Terdakwa Anak meremas dan mengisahap payudaranya sambil Terdakwa Anak meraba kemaluan ANAK KORBAN selanjutnya ANAK KORBAN membuka celana sedikit lalu Terdakwa Anak memasukkan tangannya ke dalam celana ANAK KORBAN kemudian meraba kemaluan ANAK KORBAN dan memasukkan jari tengah Terdakwa Anak ke dalam lubang kemaluan ANAK KORBAN selama lebih kurang 1 (satu) menit, kemudian ANAK KORBAN membuka celana Terdakwa Anak lalu memegangi alat kelamin Terdakwa Anak sambil diremasnya sebanyak 2 (dua) kali yang sudah tegang setelah itu terdengar Saksi Teman 1 Anak dan Anak Saksi 5 terbangun sehingga Terdakwa Anak menghentikan perbuatannya dimana saat itu juga ANAK KORBAN mau buang air kecil. Maksud dan tujuan Terdakwa Anak melakukan perbuatan cabul terhadap ANAK KORBAN adalah dengan maksud melampiaskan nafsunya.
· Bahwa awalnya Terdakwa Anak, Teman 1 Anak, Anak Korban, Teman 1 Anak Korban dan Anak Saksi 5 mau menonton keybord hantu di Kampung Bicara malam Senin, namun karena sudah pukul 24.00 WIB tidak jadi sehingga Terdakwa Anak pulang, sewaktu Terdakwa Anak mengantar ANAK KORBAN pulang ternyata rumah nenek ANAK KORBAN tempat ANAK KORBAN tinggal sudah dikunci sehingga harus mencari kos-kosan, karena tidak ada sehingga pergi ke Mesjid Agung, lalu disana Terdakwa Anak dan ANAK KORBAN tidur, kemudian pagi harinya sekira pukul 04.00 WIB terbangun dan berencana mau pergi jalan-jalan ke daerah Taren tetapi tidak jadi, kemudian pergi ke arah Paya Kapar untuk sholat di Masjid Paya Kapar, setelah itu pergi ke Mesjid Agung lagi dan pukul 06.00 WIB rombongan mengantarkan Teman 1 Anak Korban ke sekolahnya, kemudian kembali lagi ke Mesjid Agung dan sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa Anak dengan ANAK KORBAN duduk-duduk di atas parkiran lalu karena orang ramai datang ke Mesjid lalu pindah ke bawah parkiran, kemudian sekitar 08.00 WIB Teman 1 Anak, Anak Korban dan Anak Saksi 5 mengantuk dan tidur dimana Anak Korban tiduran bersandar di pundak Anak dan saat itulah Anak Korban dicabuli, kemudian sekitar 09.00 WIB, pergi ke Kos Oren di BP 7 dan dudukduduk di pinggir jalan dan saat itulah Ayah Anak Korban datang dan menjumpai dan tak lama kemudian dibawa ke Kantor Polisi.
· Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 45/VER/II/2024/RSBTT tanggal 20 Februari 2024 yang diperiksa oleh dr. Edgar R.P. Saragih, Sp. FM selaku Dokter umum pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Tebing Tinggi terhadap Anak Korban pada tanggal 20 Februari 2024 pukul 14.40 WIB di ruang Poli Obgyn Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Tebing Tinggi dengan hasil pemeriksaan pada Alat Kelamin :
1) Terdapat sebuah luka memar pada bibir kemaluan besar, bentuk tidak teratur, ukuran panjang 2.3 (Dua koma Tiga) Cm, lebar 0.6 (Nol koma Enam) Cm, batas tidak tegas, warna kemerahan. 
2) Bibir kemaluan kecil tidak ada kelainan. 
3) Liang senggama tidak ada kelainan. 
4) Selaput dara tidak ada kelainan. 
5) Sisa sperma tidak dijumpai. 
6) Pendarahan tidak dijumpai

· Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: 

a. Menyatakan Anak Terdakwa Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak Korban (yang saat itu berusia 15 tahun) melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 

b. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Terdakwa Anak dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dikurangi selama Anak Terdakwa berada dalam tahanan dan pelatihan kerja selama 3 (Tiga) Bulan di LPKA Medan. 

c. Memerintahkan agar Anak Terdakwa tetap ditahan. 

d. Menetapkan barang bukti berupa :

· 1 (satu) potong kemeja warna hitam motif bulat-bulat putih; 

· 1 (satu) potong BH warna pink. Dirampas untuk dimusnahkan. 

e. Membebankan kepada Anak Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

5. Nota Pembelaan Terdakwa

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Anak tanggal 19 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:
a. Agar Majelis Hakim Yang Kami Muliakan Dapat Meringankan Hukuman Terdakwa. 

b. Agar Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya. 

c. Membebankan biaya perkara pada Terdakwa sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah). 
Atau apabila Mejelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.(ex aquo et bono)
6. Putusan Hakim
MENGADILI:
a. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal; 

b. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun bertempat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan; 

c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 

d. Menetapkan Anak tetap dalam tahanan; 

e. Menetapkan barang bukti berupa: 

· 1 (satu) potong kemeja hitam motif bulat bulat putih;

· 1 (satu) potong BH warna Pink; Dikembalikan kepada Anak Korban; 

f. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

7. Analisis Penulis
Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh Hakim dalam membuat keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Dalam pengambilan keputusan ini hendaknya Hakim dapat melihat dengan cermat kesesuain faktor-faktor yang ada dengan bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan sehingga dalam menjatuhkan suatu keputusan tidak menyimpang dari yang seharusnya dan tidak melanggar hak asasi yang dimiliki oleh terdakwa.
Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan tersebut dilakukan pembuktian mengenai unsur-unsur dari pada yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Adapun unsur-unsur yang dipenuhi pada perkara ini adalah dakwaan tunggal Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : 
a. Setiap Orang; 

b. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

a. Unsur : Setiap orang; 

· Menimbang, yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398.K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakan; 
· Menimbang, bahwa di persidangan, atas pertanyaan Hakim, Anak telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas Anak sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa Anak yang dihadapkan ke depan persidangan tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya; 
· Menimbang, bahwa konsekuensi dari dapat tidaknya subyek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (Toerekenings Vaan Baarheid) yang menurut Prof. Moeljatno, SH untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada: 1) Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum ; 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (intelectual factor) yaitu dapat memperbedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (volitional factor) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (schuld) erat hubungannya dengan unsur Toerekenings Vaan Baarheid (pertanggungjawaban) di atas; 
· Menimbang, bahwa dalam persidangan telah tampak bahwa kondisi jiwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dilihat dari umur, Anak adalah orang yang mempunyai intelektualitas yang memadai sehingga dapat menentukan kehendak dalam melakukan suatu perbuatan baik maupun buruk berdasarkan hukum serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang dilakukan, oleh karena itu ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang HukumPidana (KUHP) tidak berlaku terhadap diri Anak, serta berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwasanya: “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”, sehingga berdasarkan pemeriksaan identitas anak di persidangan dihubungkan dengan bukti surat Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1276-LT-17052013-0043 atas nama Anak yang dikeluarkan oleh Asisten Adm. Umum selaku Pejabat Luar Biasa Pencatat Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 22 Mei 2013, yang menerangkan Anak lahir pada tanggal 30 September 2008 maka Anak telah berumur 15 (lima belas tahun) pada saat tindak pidana tersebut diduga terjadi, sehingga umur Anak terkwalifisir sebagai umur anak yang berkonflik dengan hukum dengan demikian anak adalah orang yang mampu bertanggungjawab didepan hukum;
· Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” pada dakwaan tersebut telah terpenuhi menurut hukum;
b. Unsur: melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
· Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

· Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;
· Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan, ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan”, misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan;
· Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang tersebut yang bertentangan dengan kehendak hatinya agar dirinya menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri dimana menerima kehendaknya ini setidaknya mengakibatkan dua hal yaitu orang yang dipaksa akan menerima apa yang akan diperbuat terhadap dirinya atau orang yang dipaksa tersebut akan berbuat yang sama sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang memaksa;
· Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No:45/Ver/II/2024/RSBTT tanggal 20 Februari 2024 atas nama Anak Korban, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Tebing Tinggi tanggal 9 Maret 2008, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Alamat Kota Tebing Tinggi yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa dr Edgar R.P. Saragih, Sp. FM tanggal 20 Februari 2024 dengan hasil pemeriksaan pada Alat Kelamin: Terdapat sebuah luka memar pada bibir kemaluan besar, bentuk tidak teratur, ukuran panjang dua koma tiga sentimeter, lebar nol koma enam sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan, bibir kemaluan kecil tidak ada kelainan, liang senggama tidak ada kelainan, selaput dara tidak ada kelainan, sisa sperma tidak dijumpai, pendarahan tidak dijumpai dengan kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur lima belas tahun, dari pemeriksaan didapatkan kekerasan tumpul berupa luka memar pada bibir kemaluan besar;
· Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Anak telah terbukti melakukan perbuatan yaitu membujuk Anak Korban untuk melakukan perbuatan cabul pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 di parkiran bawah Masjid Agung di Jalan Gunung Leuser Kota Tebing Tinggi dengan cara awalnya pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, dan setelah pulang dari Ketaren, Anak ada berkomunikasi dengan Anak Korban melalui pesan chat dan selanjutnya Anak dan Anak Korban saling menyatakan perasaan sayang antara satu dengan yang lainnya dengan saling memanggil sayang dan Anak dengan Anak Korban mulai berpacaran dan kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 di parkiran bawah Masjid Agung di Jalan Gunung Leuser Kota Tebing Tinggi, pada saat Anak Korban menyandarkan kepalanya ke bahu anak, payudara Anak Korban mengenai tangan anak sehingga timbul hawa nafsu pada diri Anak dan anak kemudian memegang payudara Anak Korban dan anak kemudian memasukkan jari tangan kiri anak ke vagina Anak Korban dan menggerak-gerakan jarinya sekitar 5 (lima) menit di dalam alat kelamin anak korban dan Anak Korban kemudian memegang alat kelamin anak dan yang juga menyebabkan Anak melakukan perbuatan tersebut adalah Anak ada menonton Film Porno di rumah sehingga unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi menurut hukum;
Penulis menyimpulkan bahwa terkait pada Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN.Tbt berat serta ringanya suatu pidana yang dijatuhkan tentu bagi seorang hakim harus disesuaikan dengan apa yang telah menjadi niat, motivasi serta akibat dari perbuatan terdakwa. 
Menurut pandangan penulis, penerapan hukum yang tercantum dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana yang telah didakwakan terhadap terdakwa bisa saja bagi hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara lebih maksimal karena hakim pada putusan ini hanya menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun.

Penerapan Pidana oleh hakim sebagai pertimbangan dalam memutus tindak pidana pencabulan pada Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN.Tbt  yang dilakukan oleh anak melihat kepada Dakwaan Penuntut Umum, Tuntutan Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan alat-alat bukti. Penerapan pidana yang berhubungan dengan pokok hukuman dilihat lagi hukuman yang adil bagi anak. Faktor salah satu status anak yang masih sekolah juga menjadi keadilan dan pertimbangan hakim dalam memutus. Salah satu yang menjadi pengurangan pidana dalam putusan hakim adalah keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan.


B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak dalam Tindak Pidana Pencabulan Pada Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN.Tbt
Sesuai Pasal 14 ayat 2 Peraturan Kekuasaan Hukum, setiap hakim wajib memberikan pertimbangan atau perasaan yang tenang terhadap perkara yang sedang diperiksa dalam musyawarah, dan pertimbangan atau perasaan tersebut menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan. Ada dua macam pertimbangan yang dipertimbangkan oleh pejabat yang ditunjuk dalam mengambil keputusan, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis.
1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP).


Hakim juga memberikan pertimbangan berdasarkan alat bukti yang telah dihadirkan dipersidangan, yakni sebagai berikut :
a. Keterangan Saksi

Keterangan saksi juga merupakan salah satu alat bukti terpenting bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Keterangan saksi dalam Perkara Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN.Tbt terdapat 5 (lima) saksi yang memberikan keterangan pada kasus membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul. 
b. Keterangan Terdakwa

Didalam putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN.Tbt terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut ini : Pendapat Anak secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena anak masih mau sekolah dan berjanji tidak mengulangi lagi, Anak menyesali perbuatannya dan Anak mohon dikembalikan ke orang tua anak dan Anak mau minta maaf kepada Ibu dan Nenek Anak.

c. Petunjuk

Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: 

· Bahwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024, sekitar pukul 16.00 wib, orang tua dari Anak Korban dan Anak Saksi 5 yaitu saksi 3 dan saksi 2 pergi ke Kuala Tanjung dengan menggunakan mobil sehingga Anak Korban dan Anak Saksi 5 pergi bermain keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor yang ada di rumah Anak Korban; 

· Bahwa, pada saat bermain, Anak Saksi 5 ada mengajak Anak Korban untuk pergi ke rumah Teman 1 Anak Korban yang merupakan teman dari Anak Saksi 5 di dekat Kota Tebing Tinggi; 

· Bahwa, sebelum ke rumah Teman 1 Anak Korban, anak berkomunikasi dengan Anak Saksi 5 melalui chat sekitar pukul 15.30 WIB dan berjanji bertemu dengan anak di Titi Gantung kemudian Anak Korban dan Anak Saksi 5 pergi dan bertemu dengan anak dan Teman 1 Anak di Titi Gantung sekitar pukul 16.30 WIB dan kemudian Anak Korban dan Anak Saksi 5 menemani anak dan Teman 1 Anak pangkas rambut kemudian Anak Korban, Anak Saksi 5, anak dan Teman 1 Anak kemudian pergi jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor; 

· Bahwa, Teman 1 Anak Korban yang mengenalkan Anak Korban, Anak Saksi 5 dengan anak dan Teman 1 Anak;

· Bahwa, Anak Korban dan Anak Saksi 5 kemudian pergi ke rumah Teman 1 Anak Korban; 

· Bahwa, Anak Korban dan Anak Saksi 5 tidak pulang ke rumah karena takut dimarahi ayah dari Anak Korban dan Anak Saksi 5; 

· Bahwa, ketika saksi 2 pulang ke rumah, rumah dalam keadaan kosong dan sepeda motor tidak ada di rumah; 

· Bahwa, saksi 2 menelpon Anak Korban tapi tidak dijawab dan saksi 2 kemudian mendengar kabar kalau Anak Korban sedang berada di rumah temannya yang bernama Teman 1 Anak Korban namun saksi 2 tidak mengetahui alamat rumah Teman 1 Anak Korban;
· Bahwa, saksi 2 kemudian menghubungi Anak Korban dan menyuruh, “Pulang nak” dijawab “ia mak nanti saya pulang”, akan tetapi Anak Korban dan Anak Saksi 5 tidak pulang; 

· Bahwa, besoknya hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 Anak Korban dan Anak Saksi 5 tinggal di rumah Teman 1 Anak Korban dan kemudian anak ditelpon oleh saksi 2 dan menyuruh Anak Korban untuk pulang ke rumah namun Anak Korban dan Anak Saksi 5 tidak pulang ke rumah dan kemudian pergi main; 

· Bahwa, pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 pada pukul 11.00 WIB, Anak Korban, Anak Saksi 5, Teman 1 Anak dan Teman 1 Anak Korban pergi ke Ketaren dan pulang pukul 15.00 WiB; 

· Bahwa, Anak Korban, Anak Saksi 5 dan Teman 1 Anak Korban kemudian mengantar Teman 1 Anak pulang ke rumahnya di BP7 dan Anak Korban, Anak Saksi 5 dan Teman 1 Anak Korban kemudian pulang ke rumah Teman 1 Anak Korban; 

· Bahwa, pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, anak korban dan Anak Saksi 5 yang menginap di rumah Teman 1 Anak Korban kemudian menjemput Anak dan Teman 1 Anak di BP7 di depan kos-kosan lalu pergi menjemput Teman 1 Anak Korban yang pulang sekolah dan berangkat ke Ketaren yaitu tempat pemandian pukul 13.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor yaitu dengan cara berboncengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor dan Anak Korban yang mengendarai sepeda motor dan membonceng Anak Saksi 5, anak dan Teman 1 Anak dan Teman 1 Anak Korban dan kemudian anak korban dan Anak Saksi 5 dan Teman 1 Anak Korban mengantar anak dan Teman 1 Anak pulang ke BP7 dan kemudian Anak Korban dengan Anak Saksi 5 dan Teman 1 Anak Korban pulang ke rumah Teman 1 Anak Korban sekitar pukul 16.00 WIB dan setelah pulang dari Ketaren, pada hari yang sama, Anak ada berkomunikasi dengan Anak Korban melalui pesan chat dan selanjutnya Anak dan Anak Korban saling menyatakan perasaan sayang antara satu dengan yang lainnya dengan saling memanggil sayang dan Anak dengan Anak Korban mulai berpacaran; 

· Bahwa, selanjutnya pada senin malam Anak Korban kemudian mengirimkan pesan chat ke Teman 1 Anak untuk mengajak menonton keyboard hantu, sehingga anak dan Teman 1 Anak kembali bertemu dengan Anak Korban, Anak Saksi 5, Teman 1 Anak Korban di pinggir jalan di BP7 untuk membahas tontonan keyboard hantu tersebut;
· Bahwa, pada hari Selasa pagi tanggal 20 Februari 2024, Anak Korban, Anak Saksi 5, Teman 1 Anak Korban, Anak dan Teman 1 Anak tiba di Masjid Agung menggunakan sepeda motor dan beristirahat di teras Masjid Agung di Jalan Gunung Leuser Kota Tebing Tinggi kemudian Anak Korban, Anak Saksi 5, Teman 1 Anak Korban tidur di teras sedangkan Teman 1 Anak menjaga sepeda motor; 

· Bahwa, kemudian sekitar pukul 06.30 WIB Teman 1 Anak dan Anak Saksi 5 mengantarkan Teman 1 Anak Korban pergi sekolah; 

· Bahwa, Anak dan Anak Korban kemudian menunggu Teman 1 Anak dan Anak Saksi 5 kembali ke Masjid Agung; 

· Bahwa, Anak dan Anak Korban menunggu berduaan di parkiran bawah sepeda motor; 

· Bahwa, Teman 1 Anak bersama dengan Anak Saksi 5 kembali ke Masjid Agung dan mengatakan bahwa dirinya mengantuk;

· Bahwa, Anak dan Anak Korban kemudian juga ikut beristirahat di parkiran bawah Masjid Agung di Jalan Gunung Leuser Kota Tebing Tinggi dan pada saat Anak Korban menyandarkan kepalanya ke bahu anak, payudara Anak Korban mengenai tangan anak sehingga timbul hawa nafsu pada diri Anak; 

· Bahwa, anak kemudian memegang payudara Anak Korban dan anak kemudian memasukkan jari tangan kiri anak ke vagina Anak Korban dan menggerak-gerakan jarinya sekitar 5 (lima) menit di dalam alat kelamin anak korban dan Anak Korban kemudian memegang alat kelamin anak dan Anak berhenti melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban oleh karena ada orang lain yang tidak dikenal Anak Korban datang ke Masjid; 

· Bahwa, barang bukti 1 (satu) potong kemeja hitam motif bulat-bulat putih dan 1 (satu) potong BH warna Pink adalah pakaian Anak Korban dan pakaian tersebut digunakan Anak Korban pada saat peristiwa itu; 

· Bahwa, Anak ada menonton Film Porno di rumah; 

· Bahwa, Anak Korban, Anak Saksi 5, Anak dan Teman 1 Anak kemudian pergi meninggalkan Masjid Agung karena Anak Korban, Anak Saksi 5, Anak dan Teman 1 Anak hendak pulang; 

· Bahwa, Anak Korban, Anak Saksi 5, Anak dan Teman 1 Anak kemudian pergi ke kos-kosan BP7; 
· Bahwa, saksi 2 ada menelpon saksi 4 yang merupakan pekerja pada warung orang tua Anak Korban pada tanggal 19 Februari 2024 dan memberitahu bahwasanya Anak Korban tidak pulang ke rumah kemudiansaksi 4 ikut melakukan pencarian namun saksi 4 tidak dapat menemukan Anak Korban; 

· Bahwa, saksi 3 yang ikut dalam melakukan pencarian terhadap Anak Korban dan Anak Saksi 5 sejak tanggal 18 Pebruari 2024, dan akhirnya tanggal 20 Pebruari 2024 sekitar pukul 10.00 Wib saksi 3 menemukan Anak Korban, Anak Saksi 5, Anak dan Teman 1 Anak sedang duduk-duduk di dekat kosan orange di BP7, kemudian saksi 3 memberikan pengarahan kepada Anak Korban, Anak Saksi 5, Anak dan Teman 1 Anak dan saksi 3 menelpon isteri saksi yaitu saksi 2 dan nenek dari Anak Korban datang kemudian saksi 2 bersama nenek dari Anak Korban melapor ke Polsek Rambutan; 

· Bahwa, berdasarkan Visum Et Repertum No:45/Ver/II/2024/RSBTT tanggal 20 Februari 2024 atas nama Anak Korban, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Tebing Tinggi tanggal 9 Maret 2008, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Alamat Kota Tebing Tinggi yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa dr Edgar R.P. Saragih, Sp. FM tanggal 20 Februari 2024 dengan hasil pemeriksaan pada Alat Kelamin: Terdapat sebuah luka memar pada bibir kemaluan besar, bentuk tidak teratur, ukuran panjang dua koma tiga sentimeter, lebar nol koma enam sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan, bibir kemaluan kecil tidak ada kelainan, liang senggama tidak ada kelainan, selaput dara tidak ada kelainan, sisa sperma tidak dijumpai, pendarahan tidak dijumpai dengan kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur lima belas tahun, dari pemeriksaan didapatkan kekerasan tumpul berupa luka memar pada bibir kemaluan besar; 

· Bahwa, berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1276-LT22052013-0060 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Asisten Adm. Umum selaku Pejabat Luar Biasa Pencatat Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 22 Mei 2013, yang menerangkan Anak Korban lahir pada tanggal 9 Maret 2008; - Bahwa, berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1276-LT17052013-0043 atas nama Anak yang dikeluarkan oleh Asisten Adm. Umum selaku Pejabat Luar Biasa Pencatat Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 22 Mei 2013, yang menerangkan Anak lahir pada tanggal 30 September 2008;
2. Pertimbangan Non Yuridis

Untuk pertimbangan Non-Yuridis, yang menjadi dasar pertimbangan hakim mempunyai dua kategori yaitu: pertimbangan filosofis dan pertimbangan sosiologis;
a. Pertimbangan Sosiologis


Putusan yang memenuhi pertimbangan sosiologis yaitu putusan tidak bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (kebiasaan masyarakat). Sedangkan pertimbangan sosiologis menurut M. Solly Lubis mencerminkan tuntutan atau kebutuhan masyarakat yang memerlukan penyelesaian diperlukan sebagai sarana menjamin kemanfaatan.


Pertimbangan sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang sosioal seperti pendidikan, lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan, serta mengetahui motif terdakwa mengapa terdakwa melakukan suatu tindak pidana. Selain latar belakang dari terdakwa, pertimbangan yang tidak bisa diabaikan adalah, seberapa dampak yang dialami masyarakat akibat tindak pidana yang dilakukan dan keadaan masyarakat pada saat tindakpidana ini dilakukan. 


Berkaitan dengan hal tersebut, ketika memutuskan bagaimana melanjutkan kasus yang melibatkan pencabulan terdakwa terhadap anak di bawah umur, hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Adapun hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan dalam putusan perkara nomor 4/Pid.Sus/2024/PN.Tbt.
1) Keadaan yang memberatkan: 

· Bahwa, perbuatan anak mengakibatkan trauma pada Anak Korban; 
2) Keadaan yang meringankan: 

· Bahwa, Anak mengakui dan menyesali perbuatannya; 

· Bahwa, Anak belum pernah dihukum; 

· Bahwa, Anak masih muda sehingga masih dapat dididik dan dibina untuk merubah perilakunya di masa depan;
b. Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofis pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setalah terpidana keluar dari lembaga permasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.
3. Analisis Kasus

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterpensi hakim dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.

Penulis mengutip teori hukum Gustav Radbruch, penegakan hukum pada dasarnya harus mencapai tiga tujuan: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.
 Mempertimbangkan faktor-faktor tersebut di atas, majelis hakim mempertimbangkan tujuan faktor-faktor tersebut untuk membuat keputusan yang tepat yang selaras dengan tujuan dan penerapan hukum.

Menurut penulis hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dalam menjatuhkan pidana telah mempertimbangakan pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis maka penjatuhan pidana penjara selama 2 (dua) tahun bertempat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan sudah sesuai dan efektif, karena semua unsur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi. Dan melalui pertimbangan sosiologis hakim telah melihat hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa, kemudian terdakwa juga mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya. Adapun pertimbangan filosofis yang membahas tentang kebenaran dan keadilan terhadap korban terdakwa dengan berupa pemberian sanksi pidana selama penjara selama 2 (dua) tahun bertempat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan. Dengan demikian pemaparan Adapun pertimbangan filosofsi dengan mewujudkan rasa keadilan terhadap korban dan terdakwa, dengan pemberian berupa sanksi pidana penjara selama 2 (dua) tahun bertempat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan kepada terdakwa anak sehingga putusannya mewujudkan rasa keadilan terhadap korban dan khususnya masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan uraian tersebut penulis memberikan kesimpulan terhadap pertimbangan hakim diatas terlihat jelas bahwa penanganan anak berhadapan hukum berbeda dengan penanganan terhadap orang dewasa yang berhadapan hukum, dalam sistem peradilan pidana anak sangat mengutamakan penanganan perkara anak mengedepankan keadilan restoratif.
BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Penerapan Pidana oleh hakim sebagai pertimbangan dalam memutus tindak pidana pencabulan pada Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN.Tbt  yang dilakukan oleh anak melihat kepada Dakwaan Penuntut Umum, Tuntutan Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan alat-alat bukti. Penerapan pidana yang berhubungan dengan pokok hukuman dilihat lagi hukuman yang adil bagi anak.
2. Dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada tindak pidana pencabulan oleh anak dalam perkara putusan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tbt yaitu berdasarkan unsur-unsur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Terdakwa juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu unsur setiap orang, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak, untuk melakukan atau membiarkan persetubuhan dengannya atau orang lain, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, telah dibuktikan di persidangan. Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa.
B. Saran
1. Seharusnya penerapan hukum bagi pencabulan anak tidak dilihat dari sisi penegakan hukum oleh penegak hukum saja, ini perlu dilakukan lebih dari itu, yakni menjadikan masyarakat dan lingkungan sebagai pemeran utama. Majelis Hakim tidak juga serta merta berdasar pada surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan pidana. Melainkan juga pada alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Hakim harus lebih peka untuk melihat fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, sehingga dari fakta-fakta tersebut menimbulkan keyakinan hakim untuk memberikan hukuman yang seadil-adilnya. Hakim harus mampu memberikan efek jera, baik bagi terdakwa untuk tidak lagi melakukan perbuatannya, serta bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana.
2. Diharapkan kepada orang tua agar lebih meningkatkan pengawasan dan kewaspadaan terhadap anak mengenai pergaulannya, karena anak masih tergolong dalam usia yang mudah terpengaruh oleh lingkungan dan terbawa hasutan dari teman-temannya, serta adanya rasa ingin mencoba-coba.
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ABSTRACT

A child is a descendant; a child is also interpreted as a human being who is still
small, In addition, in essence a child is a person who is in a certain period of
development and has the potential to become an adult. A child who is in conflict
with the law can also be said to be a child who is forced to conflict with the criminal
court system. Indecent acts as explained in Article 390 of the Drafi Criminal Code
which is taken from Article 289 of the Criminal Code are in the environment of
sexual lust. Sexual harassment of children is included in the series of moral crimes,
while the crime itself is an act that is prohibited by law while morality is about good
customs in relations between various members of society but specifically those that
more or less concern the genitals (sexual) of a human being. This research was
descriptive analysis, namely describing the applicable laws and regulations related
1o legal theories and practices of implementing positive law concerning the
problems that have been formulated. The form of the method of this thesis writing
research was a normative legal approach method, namely that in this study only
library materials or secondary data were studied, which may include primary,
secondary, and tertiary legal materials. Based on the position of the case and
decision number 4/ Pid.Sus / 2024/ PN.Tbt above, the Application of Criminal Law
by the judge as a consideration in deciding the crime of indecent assault in Decision
Number 4 / Pid.Sus / 2024 / PN.Tbt committed by a child looks at the Public
Prosecutor's Indictment, Public Prosecutor's Demands, witness statements, expert
statements, defendant statements and evidence. The application of criminal law
related to the main punishment is again seen as a fair punishment for children. The
basis for the judge's consideration in imposing a criminal sentence for the crime of
child molestation in the verdict case Number: 4/Pid. Sus-Anak/2024/PN. Tbt is based
on the elements in the Child Protection Law. The defendant has also been proven
legally and convincingly to have fulfilled the elements contained in Article 81
paragraph (2) of Law of the Republic of Indonesia No. 23 of 2002 concerning Child
Protection in conjunction with Article 81 paragraph (2) of Law of the Republic of
I GNe_35 of 2014 concerning Amendmenis to Law of the Republic of
Hablony of 2002 concerning Child Protection in conjunction with Article
\ke-1 of the Criminal Code).

ation, child, judge’s consideration, verdict, criminalization
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